
 

 

 

 
BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR     46     TAHUN 2015 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SITUBONDO, 

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 

4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur   Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2015;  

     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

SALINAN 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama;   

  9. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 

(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 

Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 

2014 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2014 Nomor 54). 

    
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi. 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 

UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

5. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) 

yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi. 

6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis Pemerintah Daerah. 

7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis SKPD. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan 

organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan 

strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan 

sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan. 
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10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai 

secara nyata oleh instansi pemerintah dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun 

waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

 

 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 
Tujuan penetapan IKU adalah : 

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting 

dan diperlukan dalam menyelenggarakan 

manajemen kinerja secara baik; dan 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis 

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari : 

a. IKU Pemerintah Daerah; dan 

b. IKU SKPD 

(2) IKU  Pemerintah  Daerah  sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1)  huruf  a, tercantum dalam 

Lampiran  yang merupakan bagian  yang  tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

 

Pasal 4 

(1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD. 

(2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD 

dengan format Keputusan sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 5 

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk : 

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

b. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; 

c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja; 

d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan 

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja 

berdasarkan Rencana  Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016-2020 yang disesuaikan dengan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap 

tahun. 

 

 

BAB IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 6 

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada 

RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015. 

(2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU 

Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD 

Tahun 2011-2015. 

(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi 

indicator kinerja keluaran (output) dan hasil 

(outcome) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat 

indicator hasil (outcome); dan 

b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator 

keluara (output) sesuai dengan urusan, fungsi 

dan tugas. 

(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu: 

a. kebutuhan informasi kinerja untuk 

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; 

b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan 

c. kelaziman pada bidang tertentu dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

(1) Pembinaan terhadap penyusunan IKU dilakukan 

oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang 

membidangi pengembangan kinerja Perangkat 

Daerah. 

(2) Pengawasan penyusunan IKU dilakukan oleh 

SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan. 

 
 
 
 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 
 
 

Ditetapkan di Situbondo 
Pada tanggal 24 Nov 2015 

 
Pj. BUPATI SITUBONDO, 

 
ttd 

 

ZAINAL MUHTADIEN 
Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 24 Nov 2015 
 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 
ttd 

 
SYAIFULLAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 46 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 
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II. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

 

KOP SURAT SESUAI INSTANSI 

 

KEPUTUSAN KEPALA (…nama SKPD…) KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR :   …………………………….. 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DI LINGKUNGAN (…nama SKPD…..) KABUPATEN SITUBONDO 

KEPALA (…nama SKPD….) KABUPATEN SITUBONDO, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4  ayat  (2) 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah 

Daerah  Kabupaten Situbondo Tahun  2015, dipandang 

perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

(…nama SKPD…) yang pelaksanaannnya ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala (nama SKPD) Kabupaten 

Situbondo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang 

Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 
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  8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 54 Tahun 2014. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Indikator Kinerja Utama  di Lingkungan (…nama SKPD…) 

Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang 

digunakan oleh(…nama  SKPD…) Kabupaten Situbondo 

dalam menyusun Rencana Kerjadan Anggaran, 

menetapkan rencana kinerjata hunan,  menyampaikan 

rencana kerja dan anggaran,  menyusun dokumen 

penetapan kinerja,  menyusun laporan akuntabilitas 

kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja 

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)  

(...nama SKPD…) Kabupaten Situbondo Tahun 2015. 

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada 

dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal  

 

KEPALA (…nama SKPD) 

KABUPATEN SITUBONDO 

 

 

(Nama Lengkap tanpa gelar) 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Sdr. ........; 
2. Sdr. ........; 

3. dst. 
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LAMPIRAN Keputusan Kepala (nama SKPD)  

Tanggal : 
Nomor : 188/      /kode skpd/2016 

 

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama SKPD) 
KABUPATEN SITUBONDO 

 

Nama SKPD : ………………..………. 

Tugas  : ………………………… 

Fungsi : 1. .......................... 

   2. dst 

NO 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
FORMULA PENGUKURAN 

UNIT TERKAIT 
DAN SUMBER DATA 

SASARAN RENSTRA 

SKPD 

SASARAN RPJMD 

YANG DIACU 

1      

2      

dst      

 

KEPALA (…NAMA SKPD) 

KABUPATEN SITUBONDO 

 

(Nama Lengkap tanpa gelar) 

 

Pj. BUPATI SITUBONDO, 

 

ZAINAL MUHTADIEN 


